RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

RFIFEGE T
LI'.'..:. L.'f\.:E-l:'- Ba EERGL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

-I'.-T' -



KEATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyva sehingga dokumen Rencana Kerja
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 im dapat tersusun.

Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada scluruh pihak yang telah berperan aktif dalam
penyusunan Renja ini terutama Tim Penyusun Renja dan Tim Sekretariat
gerta seluruh stakeholder lainnva vang tidak dapat kami sebutkan satu
persatll  atas masukan, koreksi dan pencermatan dalam rangka
menyenpurnakan dan meningkatkan kualitas Renja Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masvarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025,

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan
acuan dalam pelaksanaan program serta kegiatan selama tahun 2025, Kami
mengharapkan Rencana Kerja Perubahan imi dapat bermanfaat sebagai
salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja selama tahun
2025 Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa Kabupaten Kebumen,

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025 tentunya masih jauh dari
kesempurnaan. Dan semoga masukan dan saran penyvempurnaan yang ada
menjadi amal ibadah untuk kita. Aamiin.

NIP. l'EIEErI. 129 1958702 1 004



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjuinya disingkat Renja
Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan tahunan ke-4 dari rangkaian rencana jangka menengah
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebumen Tahun
2021-2026.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesual dengan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten
Kebumen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis
Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja
Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
serta memperhatikan Rencana Kerja Perubahan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2025 yang
temanya adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial”.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dekumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat
Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional dan
secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Perubahan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Ewaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anpggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas PMD Kabupaten Kebumen pada APBD Kabupaten



Kebumen Tahun 2025. Renja ini disusun melalui 4 [(empat) tahapan,
yaitu penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan
Renja, perumnusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja
dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-
up, politis, dan top-down. Pendekatan teknokratis dilalukan dengan
menggunakan kerangka berfikir ilmiah dari internal satuan kerja atau
OPD, termasuk melalui proses konsultasi dan verifikasi dari TAPD
Kabupaten. Proses partisipatif dilakukan dengan mengiloatsertakan
seluruh  pemangku  kepentingan pembangunan sesuai  Tupoksi
Dispermades, utamanya melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah
dan bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa
(Musrenhangdes), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Proses politis, melalui akomodasi atas pokok-pokok pikian DPRD.
Proses top-down wyaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah
Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya disinergiskan
dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap
memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan
kewenangan yang diberikan sesuail Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dispermades
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan Tahun 2025;

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaarn, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.

. Landasan Hulkum

Landasan hukum yvang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

12.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



13.

14.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322];

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

16.

i

18.

19,

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 28] sebagaimana telah diubah Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tenitang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 [(Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomeor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomeor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan
Penangpulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 188);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomer
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomeor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen




Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 183);

20). Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan HKeuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomeor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

21, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tehun 2021 tentang
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembearan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 184);

23. Peraturan Daecrah Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2043
tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024
tentang HKencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

25, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Pengesahan Perubahan Renana Kerja Perangkat Daaerah di
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 Nomor 33).

C. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025 dimaksudkan sebagai
pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
yvang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang mendukung tema
pembangunan Kabupaten Kebumen yang diusung dalam RKFD tahun
2025, yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastrukiur
Dalam Rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa
Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia®. Sedangkan tujuan dari Renja
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen tahun 2025 adalah sebagai berikut :



et

Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun
2021-2026,;

2, Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan scbagai langkah
antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun
mendatang;

3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program
pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang
ada secara efeltif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar
selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi
maupun nasional;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi

makro perckonomian dan keuangan daerah, kebutuhan

organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat
perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan
pergeseran mata anggaran kegiatan.

. SBistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017,
sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN
Berisikan Latar Belakang (SOT Perangkat Daerah dan
Tupoksi), Landasan Hulkum, Maksud dan Tujuan dan
Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
Berisikan Ewaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja
Pelayanan  Perangkat — Daerah, Isu-isu  Penting
Penvelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dan Penelaahan Usulan Program dan Kegatan
Masvarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan  Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan




BARB IV,

BAB V

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan

prakiraan meju  tahun 2026 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selanjutnya

disajikan pada lampiran Rencana Kerja Perubahan ini.

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan  anggaran  tidak  sesual  dengan
kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut



LAMPIRAN - LAMPIRAN:

1. Undangan Forum OPD Dinas PMD Tahun 2024,

2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2024 beserta lampirannya;

3, Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2024

4, Notulen Forum Perangkat Dacrah 2024;

5. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun

2026 2030.



BAB I
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGEAT DAERAH TAHUN 2025

A, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
Evaluasi hasil tahun 2025 merupakan evaluasi terhadap
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 pada tahun berjalan. Salah satu alasan
dilakukannya perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berdasar
pada hasil evaluast hasil kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025.
Evaluasi dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Program, Indikator
Kinerja Kegmatan dan I[ndikator Kinerja Sub Kegiatan Perangkat
Daerah.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan perangkat deerah masih
mendasari target EPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hal
ini dikarenakan dilakukan dengan membandingkan realisasi dan
capaian Indikator Kinerja Utama ([KU) dan [ndikator Kinerja Urusan
Pemerintahan Tahun 2025 dengan target RKPD Tahun 2025 dan
target sampai dengan akhir tahun/periode RPJMD yaitu Tahun 2026.

Capaian [KU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen terdiri dari 2 (dua) wrusan IKU Urusan
Linglkungan Hidup dan [KU urasan Kelautan dan Perilkanan.

Sesual dengan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa [Dinas PMD} Kabupaten Kebumen mendukung
2 [dua) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yakni ¢
1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui
eGoverment dan peningkatan kapabilitas aparatur
2. Pemulihan kapasitas ckonomi melalui pemberdayaan ekonomi
lokal
berbasis komoditas unggulan
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada
tahun 2025 dengan angaran belanja sebesar Rp. 14.355.988.500,-
yang terdiri dari Belanja Operasi [ Belanja Pegawai dan Barang Jasa )
Rp. 14.301.996.500,- dan Belanja Modal sebesar Rp.53.992.000,-.

Rincian dari Program Kegiatan sebagai berilouat :



Tabel 2.1
Rinian Program Tahun Anggaran 2025

LEBIH/ KURANG

PROGRAM PAGU MURNI | PAGU PERUBAHAN| ot
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA S0 e 232.130.500
PROGRAM PENATAAN DESA 35,000,000 24,310,000 |- 40,650,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 1.174.994.000 1.755.028.000 580,107,000
;ggf'“’“ AONMINESTRAS! PEMERINTARAN §.753.954.000 B.470.351,000 - 283,603,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LENBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 1.168.880.000 SI0.453.000 |- 245.537.000
MASYARAKAT HUKLM ADAT

14.550.832.000 | 14.355.988.500 |-  194.843.500




Rinian Sub Hegiatan Tahun Anggaran
2025
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Capaijan Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Capaian Kinerja Jangka Menengah atau capaian Indikator Kinerja
Utama Tahun 2025 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masvarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 20186,
yang dilakukandengan cara membandingkan Realisasi Indikator
Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Indikator Indikator
Kinerja Tahun 2026,

Perincian selengkapnya mengenai Capaian Kinerja Jangka Menengah
berikut Indikator Kinerja yang berhasil diwujudkab ceh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagail
berilkut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Jangka Menengah
| No | Indikator Kinerja Sasaran Target | Realizasi | Capaian
| Utama Strategis Tahun | Tahun
| 2026 2023
Prosentase Desa | Meningkatnya | 42,09% 71,49 | 169,85

dengan Indeks | Kemandirian
Desa Membangun | Desa
Katagori Maju dan
Mandiri

b. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara Realisasi

Indikator Kinerja Utama dengan target pada Indikator Kinerja Utama
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perincian selengkapnya mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama
berikut Indikator Kinerja Utama yang berhasil diwujudkan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten
Kebumen serta dalam mewujudkan Visi Misi RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahunan
No | Indikator Kinerja Sasaran Target | Realisasi | Capaian
Utama Strategis Tahun Tahun

2023 2023

Prosentase  Desa | Meningkatnya | 29,17 % | 71,49 % | 245,08%
dengan Indeks | Kemandirian
Desa Membangun Desa
Katagori Maju dan
Mandiri




Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan
pencapaian Renstra Dispermades P3A Kabupaten Kebumen Tahun
2016-2021 sampai tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah

ini ;
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Dari Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa pada realisasi
tahun 2023 kegiatan yang mencapai target kinerja yang ditetapkan dan
kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan,
dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja

Dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang
dilaksanaan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen tidak ada Sub
Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja.

2. Bub Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja

Dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang
dilaksanaan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen 34 Sub Kegiatan
Yang Mencapai Target Kinerja. Hal tersebut dikarenakan sebagai
upaya percepatan untuk memenuhi target tahun sebelumnya yang
sempat terkendala dikarenakan pandemi covid 19 sehingga berimbas
pada penganggaran.

3. Sub Kegiatan Yang Melebihi Taget Kinerja

Selain itu dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen ada yang Melebihi
Target Kinerja antara lain ;

a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan
Perubahan Status Desa capaiannya melebihi target kinerja karena
adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan adanya
regulasi di daerah sehingga komitmen Pemda dan Desa antusias
dalam melaksanakan hal tersebut.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam
Kabupaten/Kota capainya melebihi target kinerja karena adanya
penambahan jumlah desa yang melaksnanakan kerjasama antar
desa Pembentukan kawasan pertanian ( 13 desa ) dan terbitnya
Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap UPK eks PNPM-MPd wajib
bertransformasi ke BUM Desa Bersama berdasarkan PP Nomor 11
Tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021

¢. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna capainya melebihi target kinerja karena
Keterlambatan dalam pembentukan posyantekdes di Kebumen,
menjadikan pemicu dan semangan untuk membetuk Posyantekdes
bagi desa yang memiliki embrio teknologi tepat guna.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masvarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa capainya melebihi target kinerja karena
dilatar belakangi dengan kemauan para pengelola Pasar Desa
untuk meningkatkan PAD dan makin banyak pasar Desa yang
ingin berkembang schingga Pemda Kabupaten maupun Provinsi
memberikan pembinaan, pendampingan dan peningkatan
kapasitas kelembagaan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayvaan Masvarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76




Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen.

Berdasarkan  peraturan  tersebut, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 16 program dan 55 kegiatan.
Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen adalah Capaian Kinerja Program, dengan capaian
pada tahun 2020 sebesar 100%. Uraian capalan Kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama
tahun 2020 adalah sebagaimana tabel :




Tabel 2.5

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen

Mo

Indikator

SPM/Sta
ndar
Masional

KK

Target Renstra PD (%)

Realisasi

Proyeksi

Catatan
Analisis

Tahun | ,_..m.rcw

2020

Tahun

2021 2022

Tahun

Tahun
2020

Tahun
20821

Tahun
2022*

Tahun
2023

IKK Output :

Jumlah desa VANg

terfasilitast dalam
kerja sama antar
desa

22

|22 7

22

22

Jumlah desa yang
melakukan kerja
sama antar desa
tahun berjalan
dikurangi jumlah
desa VATIE
melakukan kerja
sama antar desa
tabhun sebelumnya

m

22

22 7

22

22

Jumlah lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adat di desa
yang terfasilitasi
dalam peningkatan
kapasitas

T8

T8 70

78

T8

70 70

IKK Outcome

Persentase

24,55

83,33 50

54,55

83,33

50,00 0
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No Indikator SPM/Sta| IKK Target Renstra PD (%) Realisasi Proyeksi Catatan
ndar . Analisis
Nasional Tahun | Tehun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022* 2023
pengentasan  desa
tertinggal
2 Persentase ._.___ 2,52 4,08 2.08 2,66 2,02 4,08 2.08 5,66
peningkatan status
desa mandiri
Indikator Program
1 | Cakupan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2 Prosentase Desa 0 0 0,22 2 0 0 0,22 2
Tertata
3 Cakupan Fasilitasi 100 100 100 100 1040 100 100 100
Kernjasama Desa
4 Jumlah BUMDesa 10 40 46 56 10 40 46 ob
yang Meningkat
Klasifikasinya
5 Persentase PKK 10,22 10,22 13,04 15,87 10,22 10,22 13.04 15,87
Desa/Kelurahan
Tertib Administrasi




Dari Tabel 2.5, (Analisis Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen) tersebu di
atas dapat diketahui antara lain :

1. Capaian Indikator Kinerja (IKK} Output

a} Pada tahun 2020 dan 2021 ditargetkan sebanyak 22 desa yang
mendapat fasilitasi kerjasama antar desa dan terealisasi
sebanyak 22 desa atau sebesar 100%. Tahun 2022 dan 2023
ditagetkan sebanyak 7 desa dan proyeksi capaian sebanyak 7
desa atau sebesar 100%.

b} Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang
terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas, pada tahun 2020 dan
2021 ditargetkan sebanyak V8 lembaga atau sebesar 100% yang
terdiri dari BT, RW, Posyvandu, PEK dan Karangtaruna.

2, Capaian Indikator Kinerja (IKK) Outcome

Prosentase pengentasan desa tertinggal, dengan rumus
jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per
tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020
vaitu sebanyak 12 desa dibagi dengan Jumlah desa tertinggal (per-
awal tahun n) sebanyak 22 desa atau sebesar 54,55%. Tahun 2021
sebanyak 10 desa dibagi 12 desa atau sebesar 83,33% dan pada
tahun 2022 ditarget sebanyak 5 desa dibagi 10 desa atau sebesar
50%. Peningkatan status desa mandiri, dengan rumus jumlah desa
berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri tahun sebelumnya
dikurangi jumlah desa berkembang tahun n, dibagi jumlah desa
berkembang pada tahun n. Pada tahun 2020 sebanyak 348 desa,
tahun 2021 sebanyak 357 desa, sehingga capaian tahun sebanyak 9
desa dibagi 357 desa dikalikan 100% atau sebesar 2,52% pada tahun
2021 sebanyak 343 desa atau sebesar 4,08%, tahun 2022 sebanyak
336 desa atau sebesar 2,08% dan tahun 2023 ditargetkan 318 desa
atau sebesar 5,66%

3. Capaian Indikator Kinerja Program
a) Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan
yvang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk
mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di
tahun 2021 sampai dengan 2023 ditargetkan sebanyak 100%
tercapai.

b} Prosentase Desa Tertata sebagal tindak lanjut amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk
menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen,
Target Tahun 2022 untuk menyusun Perda Penetapan desa di
Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk
menctapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen



yaitu 0,22 % atau jumlah perda dan perbub penataan desa yang
terbit / jumlah perda an perbub penataan desa yang dibutuhkan x
100% [ 1/449 desa x 100% ). Untuk Tahun 2023 ditargetkan
sebanyak 2 % atau sebanyak 9 Perpub Penetapan Desa yang
tersusun.

¢) Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2023 ditargetkan

sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesasn yang
difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.
Target tersebut berkaitan dengan fasilitasi kawasan perdesaan
yvang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu secbanyak 5
kawasan, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut,
kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan
peternakan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten kebumen,
yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan
batik, kewasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi
terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2020 ditargetkan untuk
memfasilitasi sebanyak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk
pengembangannya. Pada tahun 2023 ditargetkan sama sebanyalk
22 desa atau sebesar 100%.

d) Program Administrasi Pemerintahan Desa Rumus : jumlah BUM
Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai
tahun n.

Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 186 BUM
Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju, 17 BUM Desa Berkembang
dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada tahun 2021 sebanyak 40
BUMDesa vang meningkat klasifikasinya atau bertambah
sebanyak 30 dari tahun 2020, tahun 2022 bertambah 6
BUMDesa menjadi 46 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya
dan pada Tahun 2023 ditagetkan penambahan BUMDesa yang
meningkat klasifikasinya sejumlah 10 lembaga.

e) Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib
administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Tahun 2021 sebanyak 10,22% atau sebanyak 47 desa/kelurahan
vang sudah tertib administrasinya (47/460x100%), tahun 2022
sebanyak 13,04% atau bertambah  sebanyak 2,82%
desa/kelurahan vyang sudah  tertib administrasinya |
60/460x100%) dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak
15,87% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang
sudah tertib administrasinya (73/460x100%).

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

merupakan unsur pelaksana wurusan pemerintahan di bidang



Pemberdayaan Masyvarakat Dan Desa yvang menjadi kewenangan

Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen didulkung
ketersedigan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana
prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan
kinerja aparatur, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk
sinergitas dan  koordinasi PErencanaan dan pelaksanaan
pembangunan antar Perangkat Daerah, dengan pemerintahan
Provinsi maupun Pusat serta dengan pihak lain seperti LSM, pihak
swasta (CSR) serta dengan melibatkan masyvarakat desa itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan wrusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dan wurusan pemerntahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak vang menjadi
kewenangan Daecrah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

Untuk melaksanakan tupas pokok dimaksud, Dinas
Permnberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan perempuan
dan perlindungan Anak Kabupaten RKebumen menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut ;

1. penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan
masvarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang
administrasi,

2. aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset desa;

3. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,
pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur
dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset desa;

4. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat
desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi,
aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset desa;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,
pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur
dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset desa;

6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang
administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

7. pelaksanaan administrasi Dinas;



8, pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis
Dinas; dan

9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupah
sesual dengan tugas dan lungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungs: tersebut, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen tidak
terlepas dari berbagai masalah dan hambatan., Permasalahan yang
dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten
Kebumen berkaitan dengan hambatan vang belam dapat diselesaikan
pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembanpgunan sehingga
perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting penvelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perkiraan tantangan
dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan
pada tahun 2023. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja
Perubahan tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen, di antaranya :

1. Masih minimnya status desa maju dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Kompaosit
yvang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks HKetahanan
Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa
Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk
menuju Desa maju dan mandiri perlu  kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi atau lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan
menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan
kehidupan desa. Indeks Desa Membangun sckaligpus dapat
memotret perkembangan kemandirian Desa  berdasarkan
implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa
serta Pendamping Desa. Kriteria Indeks Desa

Membangun terdapat 54 indikator sebagaimana disebutkan
pada lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Pencapaian [DM di
Kabupaten Kebumen masih rendah, hal tersebut ditunjukkan
bahwa Data IDM Kabupaten Kebumen tahun 2020 dari 449 desa
baru terdapat 1 (satu) Desa berstatus Desa Mandirni yaitu Desa
Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun, 90 Desa berstatus Maju,
348 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Tertinggal.



Pada Tahun 2021 dari 449 desa baru terdapat 1 (satu) Desa
berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Kutowinangun Kecamatan
Kutowinangun, 123 Desa berstatus Maju, 319 Desa berstatus
Berkembang, & Desa berstatus Tertinggal. Oleh karena itu perlu
upaya dan kerjasama serta dukungan dari para stakeholder dan
seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen, Dampak
klasifikasi IDM yang masih rendah akan berimbas pada besaran
Dana Desa di Kabupaten Kebumen, yang merupakan indikator
penerimaan Dana Desa dan menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan di Kabupaten kebumen masih tinggi. Program dan
anggaran pemerintah yang mendukung wupaya pengentasan
kemiskinan serta peran serta masyarakat untuk menggali potensi
sumberdaya wilayah merupakan peluang vang sangat mendukung,

Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
desa.

Untuk mewujudlkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan desa diperlukan adanya peningkatan kualitas
sumberdaya aparatur pemerintah desa. Capalan kinerja kegiatan
tersebut Pada periode Renstra tahun 2016-2021 ditargetkan
sebanyak 8.082 orang (90,50% dari seluruh jumlah aparatur
pemerintah desa dan BPD). Pada rahun 2016 ditargetkan sebanyak
1.347 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang vang
mengikuti pelatihan atau sebanyak 20% dari target periode
Renstra.

Tahun 2017 telah ditargetkan bertambah sebanyak 1.347
menjadi 2.694 orang dan telah terealisasi sebanyvak 1.347 orang
yvang mengikuti pelatihan atau sebanyak 40% dari target periode
Renstra. Pada Tahun 2018 juga ditargetkan bertambah sebanyak
1.347 orang dan telah terealizasl sebanyak 1.347 orang vang
mengikuti pelatihan sehingga bertambah menjadi 4.041 orang atau
sebanyak 60% dari target periode Renstra. Namun pada tahun
2019 tidak mencapai target sebanyak 1.347 orang atau 20% dari
jumlah seluruh aparatur pemerintah desa dan BPD, atau melatih
sebanyak 979 orang, sehingga jumlah seluruh aparatur pemerintah
desa dan BPD yang dilatih dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2019 scbanyak 5.020 orang atau sebanyak 58,97%.

Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya database
perangkat desa dan BPD yang baru, pada tahun 2019 yaitu
sebanyak 8.513 orang, terdiri atas jumlah perangkat desa sebanyak
5.370 dan BPD sebanyak 3,143 orang. Selain hal tersebut anggaran
juga banyak digunakan untuk paska pemilihan Kepala Desa
serentak, seckitar 400 Kepala Desa vyaitu Pelantikan dan
Pelatihan/Pembekalan bagi Kepala Desa dan BPD yang baru
dilantik. Pada tahun 2020 ditargetkan sebanvak 1.347orang
aparatur pemerintah desa yang dilatih atau sebanyak 20% dari




target periode Renstra, sehingga target sampai dengan tahun 2020
scbanyak B0%. Tetapi terdapat rasionalisasi anggaran, sehingga
anggaran untuk mencapal target kinerja tersebut belum dapat
terlaksana dan telah disusulkan pada APBD Perubahan Kabupaten
Kebumen tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 dapat melatih
sebanyak 898 aparatur pemerintah desa tentang aplikasi untuk
penanganan Covid 19, yaitu electronic Hard Development Work
feHDW) sebanyak 449 orang dan peserta pelatihan elektronik Desa
Melawan Covid (eDMC) sebanyak 449 crang dari sumber dana
APBDes.

Pada APBD Perubahan tahun 2020 telah dianggarkan untuk
melatih sebanyak 898 orang aparatur pemerintah desa, yang terdiri
dari unsur kepala desa sebanyak 449 dan unsur BPD sebanyak
449 grang. Selain itu juga telah diselenggarakan Uji Kompetensi
bagi Sckretaris Desa sebanyak 440 orang dari dana APBN atau
dana Pusat, sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir
tahun 2020 telah melatth sebanyak 2.236 orang atau sebesar
26,27% dari target tahun 2020 sebanyak 1.347 orang atau 16,66%.
Dengan demikian, meskipun APBD Kabupaten Tahun 2020
direfocusing tetapi kinerja kegiatan dapat tercapai bahkan melapaui
target. Kemudian pada APBD Murni tahun 2021 telah
dianggarkan untuk kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa
dengan target hanya sebanyak 130 orang, target tersebut jauh dari
target periode Renstra pada tahun 2021, yaitu sebanyak 1.347
orang. Pada AFBD Perubahan tahun 2021 dianggarkan lagi untuk
menambah capaian sesuai target pada Renstra sebanyak 104 orang
aparatur pemerintah desa. Sehingga proyeksi capalan kinerja pada
tahun 2021 sebanyak 234 orang, atau sebanyak 17,37% dari target
Renstra pada tahun 2021.

Dengan capaian kinerja di bawah target Renstra tersebut
berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa. Hal ini dibuktikan denpgan adanya data pengaduan yang
terlaporkan dan sudah ditangani oleh Tim Pengaduan Dispermades
P3A. Pada Tahun 2020 dari Bulan Januari sampai dengan Juni
sudah mencapai 12 kasus yang terlaporkan. Selain itu, muncul
beberapa pengaduan permasalahan tentang kondisi internal
perangkat desa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman
terhadap aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
dan



permasalahan paska pilkades.

Apabila kualitas pemahaman tupoksi perangkat desa dan
kualitas pelayanan pemerintah desa dalam pelayanan publik masih
rendah akan berdampak pada kondusifitas desa, pelaksanaan
program dan kegiatan di desa kurang maksimal dan kepuasan dan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa juga
rendah.,

Dengan adanya upaya pemerintah untuk mendorong
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa
dalam melaksanakan tupoksinya merupakan peluang, schingga
para aparatur pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dengan
baik sesuai tupoksi masing-masing dan akan dapat meminimalisir
permasalahan internal perangkat desa.

Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk memberdayakan masyarakat dan desa dalam
melaksanalkan tugas dan fungsinya peran Lembaga
Kemasyarakatan (LKD) sangat diperlukan. Hal ini disebabkan
karena Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang mendapatkan peran
dari pemerintah desa, antara lain dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.
Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nommor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyvarakatan Desa
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan

Pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari Rulkun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW)], Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kebumen
scbanyak 11.863 lembaga, yvang terdiri dari RT sebanyak 6.960
lembaga, RW sebanyak 1.877 lembaga, PKK sebanyak 449 lembags,
Karangtaruna sebanyak 449 lembaga dan Posyandu sebanyak
2.128. Dari lembaga tersebut yang sudah mendapat pelatihan atau
peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2016 sebanyak 162
lembaga, tahun 2017 sebanyak 194 lembaga, pada tahun 2018
sebanyak 200 lembaga, pada tahun 2019 sebanyak 200 lembaga,
tahun 2020 sebanyak 250 lembaga dan pada tahun 2021
ditargetkan sebanyak 200 lembaga tetapi karena adanya
rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada tahun 2021
terdapat pengurangan jumlah peserta dan hanya dapat melatih
sebanyak 170 lembaga dari target Renstra sebanyak 200 orang.



Sehingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 jumlah
LKD yang sudah mendapatkan pelatthan atau peningkatan
kapasitas SDM yaitu sebanyak 1006 lembaga atau sebanyak 8,48%
dari jumlah Lembapga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di
Kabupaten Kebumen. Apabila peran Lembaga Kemasyarakatan
Desa belum optimal akan mengakibatkan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Dukungan pemerintah terhadap
LED sebagai mitra aparatur pemerintah di desa, antara lain melalui
regulasi terkait LKD), yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19
Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
secrta anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya LKD
guna meningkatkan perannya dalam pembangunan.

Berdasarkan evaluasi pencapalan Kinerja dan permasalahan-
permasalahan vang telah diuraikan di depan, maka isu-isu
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen Tahun 2023 adalah sebagan benkut :

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa, yang didukung
oleh tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa,
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemernntah desa
dan sarana prasarana pendukung kinerja.

2. Pemenuhan SDGs Desa antara lain
a) Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang

berbasis sumberdaya yang dimilil.

b) Pengembangan lembaga ekonomi  perdesaan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat (BUM Desa, Pasar
Desal).

c] Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

potensial.

d) Peningkatan peran dan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD).

e] Peningkatan parsisipasi masyarakat dan stakeholder dalam
pembangunan desa.

3. Perwujudan desa mandiri, melalui 3 dimensi :
1) Dimensi Sosial
2) Dimensi Ketahanan Ekonomi
3) Dimensi Linglkungan
Untuk mewujudkan desa mandiri tersebut diperlukan adanya
integrasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD serta
pemanfaatan dana-dana desa sesuail kewenangannya
4. Penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian
tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi
nasional/daerah dan pencegahan Covid-19.



D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Rencana Kerja
Perubahan Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah
awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun
semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya
apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya
vang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan
keinginan [rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang
dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan
untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga
akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah "Peningkatan
sektor pertanian, industri dan jasa melalul pemantapan kualitas
pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia®.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai

berikut:

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta
memiliki pelayvanan publik yang berkualitas;

2. Kualitas sumber daya manusia vang berdaya saing dan produktif;

3. Kessjahteraan ekonomi masyarakat;

4. Peningkatan loualitas infrastruktur  berkelanjutan yang
mendukung pertumbuhan ekonomi;

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

6. kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi
bencana; dan

7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Daerah dan Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
selanjutnya dirinci ke dalam 5 (lima) prioritas Daerah sebagai benkut:
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih

dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang

berkualitas, dilakukan melalui upaya:

a) Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangks mencapai
target kinerja pembangunan;

b] Penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen
sumber daya aparatur pemerintah;

¢) Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan
analisis data serta pengembangan riset dan movasi dalam
rangka peningkatan kualitas kebijakan;

d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka
peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

e] Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka

peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saingdan
produktif, dilakukan melalui upaya:
a) Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi
perilaloy hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;



b} Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam
rangka perbaikan gizi masyarakat,

c] Peningkatan akses lavanan pendidikan inklusif dan penerapan
penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan pendidikan; serta

d) Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindu dungan
perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan
gender dan Kebumen layak anak.

3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masvarakat, dilakukan melalui
upaya:

a) Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatan
produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;

b) Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor industri;

c¢] Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam ranghka
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;

d) Pengembangan keanckaragaman budaya, hayati dan geologi
dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat

e] Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian
harga;

f) Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;

gl Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta
optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka
penguatan ketahanan pangan; dan

h) Peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka
penangrulangan kemiskinan;

4, Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan
hidup, dilakukan melalui upaya:

a) Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka
meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumnbuhan ekonomi;

b) Optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka
peningkatan layanan air bersih;

c¢] Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan
kumuh perkotaan dalam rangk ka peningkatan kualitas hunian
masyarakat;

d) Peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian
lingkungan; dan

e] Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan
serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan
adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat,
dilakukan melalui upaya:

a] penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan
kewaspadaan dini;

b} peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak
tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;

penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka

peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan d] pengembangan dan
pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai
budaya masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daecrah dimaksudkan untuk membandingkan antara



rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan, kinerja pencapaian target Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
Satmian Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program,
kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap
Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025
menyesuaikan Peraturam Menteri Dalam Negeri nomeor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan
Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Kebumen
dapat juga dilihat pada table 2.6 berikut ini :



T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025

FANCANGAN AWAL EEPD [S1PD 2025)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

KETER
NO TARGET PAGU TARGET
R & | momaTOR KINERJA | LOKAST | CAPMIAN | NDiKaTIF | PROSRAMIKE | inpiearor veraa | Lokast | capaan | PAGU e
KINERJA (R KINERJA IRpl
1 2 a 4 5 L] T ] E] 10 11 12
URLISAN 13.118. 199,04 L4355, 988, 500
FEMERINTAH 0
AN BIDANG
FEMEERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
1 PROGRAR Prosentase Desa Dinas PMD 6,90 Y% S5 I0.G00 | PROGRAM Prosentass Dess Dinas PMD | 4,90 % 24310000
FEMATAAN Teriata Kabupaten PEMATAAN DESA | Terntata Kabupaten
DESA Kebumen Kebumen
I.1 Penyvelengpara | Jumlah Kegiatan Dinas PMD 2 Kegi 45.000.000 | Penyelenggaraan | Jumlah Kegiatan Dinas PMD | 2 24,310,000
an Penataan Penyusunan Perda KEabupaten atan Perataan Desa Penyusunan Perda Eabupaten | Keglatan
Diesa PERatann Kebumen penAataam Kebumen
deza dan Jumlah desa dan Jumlah
Hegiatan Kegintan
perubahan Perda perubahan Perda
Filkades Pilkades
L1.1 Sub Kegiatan Jumlah Desa yang Dinas PMD 1 Desa 25 000,000 | Sub Kegiatan Jumlah [esa yang Mnas FMD | 66 Desa 24 310,000
Pembentukan, | Melakukan Kabupaten Pembentukan, Melakculan Kabupaten
Penghapusin, | Permbentulan, Hebumen Penghapusan, Pembentukan, Hebumen
Penggrbungan | Penghapusan, Pengpabungan, Penghapusan,
Ldan Penggabungean, dan dan Penggabungan, dan
Perubahan Perubahan Status Ferubahan Stams | Perubahan Status
Status Desa Diesa Diesa Diesa
2 PROGRAM Cakupan Fasilitasi Dinas PMD IREAE 1.093.496.000 | PROGREAM Cakuipan Fasilitasi Dinaa PMD | 100% 1.755.098.000
PENINGHEATAN | Kerjasama Dieea Kabupawen FENINGEATAN Herjusama Desa Kobupaten
KERIASAMSA Hebumen KERJASAMA HKebumen
DESA DESA




RANCAMCGAN AWAL REPD (SIPD 2025

HASIL ANALISIS KEBLTUHAN

KETER
TARGET PAGLU TARGET A
= PROCRAMIKE | upikatORKINERIA | LOKASI | CAPMAN | momame | FROCRAMAE | pieator janeran | Lokast | capatan [ o800 o | wGaw
KINERJA Rl = HKINERJA
2.1 Fasilitasi Kerga | Jumlah kepiatan Dinas PMD | 3 kegiatan 1.093.496.000 | Fasilitasi Kerja Jumlah kegiatan Dinas PMD | 3 1.352.712.000
sAma Aniar fasilitasi Kabupalen | gama Antar Desa | lasilitasi Kabupaten | keglatan
D kerjasama antar Kebumen _ kerjasama antar Kebumen
Diesa ~ Desa —
2.1.1 | Fasilitasi Kera | Jumlah Dokumen Dinas PMD | 7 Dokumen 27.000.000 | Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Dinas PMD | 3 L6.578.000
Sama Anlar Keria Sama Antar Kabupaten | Sama Antar Desa | Kerja Sama Antar Kabupaten | Dokumen
Desa dalam Desa dalam Kebumen “ dalam Desa dalam Kebumen
Kabupaten, Kabupaten fKota Habupaten Kabupaten fKota
Kaota Kota
2.1.2 Fasilitnsi Kerin Jumlah Denas PMD 11 SOl 495000 | Fazilitaai Kerja Jumlah Dokumen Cinas PMD L08.324 000
sama [esa Dokumen Kerja Kabupaten Dokumen sama Desa Kerfa Sama Antar Kabupaten | 10
dengan Pihak Sama Antar Keburmen dengan Pihak Desa dengan Pihak Kebumen Dokurmen
Ketiga Desa dengan Fletign Ketga dalam
Fihak Ketiga Habupaien fKota
dalam
Kabupatoen ) Kota -
X 1.3 Fasililasi Jumlah Dakumen Dinas PMD 22 75000000 | Fasilitasi Jumlah Dokumen Dinax PMD | 22 30.196.000
Pembangunan Hagll Fasilitasi Kabupgien Cokumen Pembangunan Haxil Fasilitasi Kabupaten Dokumen
Kawasan Pembangunan Kebumen Kawasan Pembangunan Kebumen
Perdesaan Kawasan Perdesaan Perdesaan Kawasan Perdesagn
TN PEOWG AR Jumlah Bumdes Danas PMD 78 lembaga | 69850154000 | PROGRAM Jumlah Bumdes Dinas PMD | 56 6.4T0.351.000
ADMINISTRAS | yang Meninghai Kabupaten ADMINISTRASL vang Meningkat Kabupaten | lembaga
1 Elasifikasinya Hebumen PEMERINTAH HKlasifikasinya Hebumen
PEMERINTAH DESA
AN DESA . .
3.1 Kegiatan Jumlah Eegiatan Dinas FMD 13 kegiatan | 6.983.154.000 | Kegiatan Jumiah Kegintan Dinax PMD | 13 6.470.351.000
Pernbinaan Pembinaan Kabupaten Pembinnan dan Pembinaan Kabupaten | kegiatan
damn dan Pengawasan Hebumen Pengawaskn dan Pengasamn Kebumen
Perigawasan Fenyelenggaran Penvelenggarasn | Penyelenpperan
Penyelenggara | Administrasi Administrasi Acdiministrasi
an Pemerintahsan Pemerintahan Pemerintahan
Administrasi Diesm Desa Desa
Pemerintabhan
Desa




RANCANGAN AWAL REFD [S1PD 20235)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

KETER
TARGET PAGL TARGET A
B E ROGRAM/KE | INDIKATOR KINERJA | LOKASI CAPAIAN | INDIKATIF PROGRAMIKE | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | CAPAIAN | o g Rg) | NGAN
KINERJA (Rp] KINERJA
3.1.1 | Fasilitasi Jumlah Deloumen Dinas PMD | 449 100.000.000 | Fasilitasi Jumiah Dokumen Dinas 449 56.854.000
Penyelenggara | Peayelengoaraan Kabupatien Dokumen Penyelenggaraan | Penyelenggarasn FMDEabup | Dolumen
B Administrasi Hebumen Administrasi Administrasi aten
Administrasi Pemerintahan Deaa Pemarintaban Pemerintahan Desa Kebumen
Pemerintahan Daa
Diesa
3.1.2 | Fasilitasi Jumlah Dokumen Dinas PMD | 30 12.000.000 | Fasilitasi Jumlah Daolkumen Dinas PMD | 26 9.175.000
Peryusunan Hasil Fasilitasi Kabupaten Dokumen Penyusunan Hasil Fazilitasi Kabupaten | Dolumen
Produlk Penyusunan Produk Keburmen Frodulk Hukum Penyusunan Produk | Kebumen
Hubkum Desa Hukum Desa Dhesa Hukum Desa
3.1.3 | Pasilitasi Jumlnh Dokumen Dinas PMD EED 40,120,000 | Fasilitasi Jumlah Dolumen Dinas PMD | 449 27 .959.000
Penyusunan Hasil Fasilitasi Kabupaten Cinkumen Penyusunan Hasil Fasilitasi Kabupaten | Dokumern
Perencanann Penyusunan Kebumen Perencanaan Penyusunan Kebumen
Pembanpunan | Perencanaan Permbingunan Perencanaan
DClesi Pembangunan Desa Drzan Pembangunan Desa
3.1.4 | Fasilitasi Jumlah Delozmen Dinas FMD | 44% 112.080.000 | Fasilitasi Jumlah Doloumen Dinas PMD | 5 67.612.000
Pengelotaan Hask Fasilius Kabupaten Dokumen Pengelolaan Hasil Fasilitasi Kabupaten | Dokumen
Keuangan Pengelolasn Hebumen Kenangan Desa Pengelalaan Echumen
Dizaa Keuangen Desa - Keuangan Desa
3.1.5 | Pembinaan Jumlah Aparatur Dinas PMD 400 Crang 156.756.000 [ Pembinaan Jumlah Aparatur Dinas FMD | 78 arang 62.598.000
Peningkatan Pemerintah Desa Kabupaten Peningkatan PemerintahDesa Kebupaten
Kapaasitas yang Mengilouti Hebumen Kapasitas yang Menglaiti Kebumen
Aparatur Pembinaon Aparalir Pem binaan
Pemerintah Peningkatan Pemernintah Desa | Peninglkatan
Do Kapasitas Kapasiias
3.1.6 | Fasilitasi Jumlah Laporan Dinas FMD 26 Laporan 13.000,000 | Fasilitasi Jumlah Laporan Mnas PMD | 26 8.887.000
Penyelengpara Fasllitas] Habupalen Penyelenggaraan Fasilitazi HKabupaten | Laporan
an Penyelenggaraan Kebumen Musyawarah Desa | Penyelenggaraan Kebumen
Musyawarah Musyawarah bMuszyawarah Desa
Desa Desa




RAMCANGAN AWAL RKPD (SIFD 2025) HASIL ANALISIS KEBUTLIHAN KETER
TARGET PaGL TARGET A
e PROGRAM/KE | INDIKATOR KINERJA | LOKASI capuian | mokamr | PRODEAMIKE | inpikaTOR KINERJA | LOKASI | CAPAIAN i o) | NGAN
KINERJA (R HINERJA
3.1.7 | Pembinaan Jumlah Dekumen Dinas PMD | 10 A5.000.000 | Pembinaan dan Jumlah Doloumen Dinas FMD | 4 26,469,000
dan Hazil Pembinaan Kabupaten Dokumen Pomberdayaan Hasil Pembingan dan | Kabupaten | Dokumen
Pemberdayaan | dan Pemberdayaan | Kebumen BUM Desa dan Pemberdayaan BUM | Kebumen
BUM Desa dan BUM Dezadan Lembapa Kerja Desa dan Lembaga
Lembaga Ketjin | Lembags Kera mama antar Desa | Kerja Sama antar
same antar Samia antar Dess Desa
Dexa
[ 3.1.8 | Penycienggara | Jumiah Laporan Dinas FMD | 400 401 210.000 | Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Dinas PMD | 5 Laporan 389.253.000
an Pemilihan, | Hasil Kabupaten Laparan Pemilifan, Hasil Kabupaten
Penpganghkatan Penyelenpggaraan Kebumen Ponganghkatan Penvelengraman Kebumen
dan FPemilihamn, dan Pemilihan,
Pemberhentian | Penga _._mpﬂ.wuH_ dan Pemberhentian ﬂﬁﬂﬂﬂhﬂ?ﬂ.nﬂﬂ dan
Kepala Desa Pemiberhentian Kepaln Desa Pemberhentian
Kepala Desa Hepala Desa
3.1.9 | Faalitasi Jumiah Laporan | Dinas PMD | 1 laporan 45.258,000 | Fasilitasi Jumiah Laporan Dinas PMD | | 12.200.000
Pergrangkatan | Fastlitast Kabupaten Penganglkatan Fasilitasi Kabupaten | kegiatan
dan Pengangkatan dan Kebumen dan Pengangkatan dan Kebumen
Pemberhentian | Pemberhentian Femberhentian Pembarhentian
Peranghat PeranghatDesa Perangkat Desa Perangkat Desa
Dheiia
3.1.10 | Fasilitasi Jomlah Dokumen Dhinas PMD 4449 55.000.000 | Fasilitasi Jumbah Doloumen Lrinas 449 64,21 1.000
Penyusunan Brofil Desavang Kabupaten Drolowrmen Penyusunan Profil | Profil Desa yang FMDKabup | Dokume
Profil Desa fETrsiasun Kebumen Diena EFEuSsun aten
Kebumen
3.1.11 | Fasibasi Jumiah Dokumen Dinas PMD 449 68.000.000 | Fasilitasi Jumiah Dokumen Dinas PMD | 2 Dokume 38.370.000
Penpgelolasn Hasil Fasilitasi Kabupaten Doloamen Pengelolann Aset | Hasil Fasilitasi Kabupaten
Asmel Dega Penpgelolaan Asel Kebumen Diesa Pengelolaan Aset Kebuman
Desa Desa
3.1.12 | Pembinaan Jumlah Anggeta BPD | Dnas PMD 4030 Qirang 240,000,000 | Pembinazn Jumiah Anggots BPD | Dinas PMD | 130 167.6003,000
Peningkatan yangMengikat I b par feen Peninglkatan yang Mengiknati Enbupaten | Orang
Kapasitas Pamhbimaan Kehumen Eapasitas Pembdmnann Kebumen
Anggots BFD Peningkatan Anggota BPD Peningkatan
| Hapasitas Hapagitas




RANCANCAN AWAL BEFD [SIPD 2025)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

KETER
TARGET PaGLU TARGET A
" jﬂmﬂﬁaﬂh INDIKATOR KINERJA | LOKASI CAPAIAN INOTRATIF vmﬂ.m.w.whﬂm__ K5 | INDIKATOR KINERIA | LOKASI | CAPAIAN En_Mu,mHﬂ {Rp) | NGAN
KIMER.JA (Rpi KINER.JA
3.1.13 | Pelaksanaan | Jumlah Dokemen Dinas PMD | 449 5.575.730.000 | Pelaksanaan Jumiah Delrumen Dinas PMD | 4 5.539.130,000
Penugassn Penugasan Kabupaten Dakumen Penugasan Penagasan Kabupaten | Dokumen
UrusanKewen | Urunsan/ Kewenangan | Kebumen Urasen/Kewenan | Urusan/Kewenangan | Kebumen
BNERN Kabupaien/Kota gan Eabupares /Kota
Kabupaten /Ko | vang Dllaksanakan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan
A VATIE nich Desa yang nlely Desa
Dilaksanakan Didaksanakan
alah Desa el Dexn
I, FROGRAM Persentase PEKK Dinas FiD T..m;. 2 % 416, 100.000 | Program Persentase PEK Dinas PMD | 18,70% Q20,453,000
FEMBERDAYA | Desa)Kelurahan Babupatben Pemberdayaan Desa f Kelurahan Kabupaien
AN LEMBAGA | Tertib Adminiatrasi Kiebumen Lembaga Tertib Administrasi Kebumen
KEMASYARAK Kemagyarakatasn,
ATAN, Lembaga Adat,
LEMBAGA dan Masyaralat
ADAT, AN Huloum Adai
MASTARAKAT
HUELM ADAT
4.1 Pemberdayaan | Jumlah Kegaan Dinas PMD 5 Kegratan 416100000 | Pembeardayaan Jumlah Regiatan Dispermade | 5 G20.453.000
Lembagi Pemberdayaan Kabupaten Lembaga Pemberdiyann 5 Kegitan
Kemasyaraket | Lembaga Eebumen Kemasyarakatan Lembaga Kabupaten
an yang Hemasyamkatan Fang Kemasyarakatan Eebumen
Bergerak di yang Bergerak di Bergerak: di yvang Bergerak di
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pemberdayaan | Pemberdaysan Desa Pemberdayaan Pemberdayaan Desa
Diesa dan dan Lembaga Adat Desa dan dan Lembaga Adat
Lembagn Adat | Tingkat Lembaga Adat Tingkat
Tingkat Daerah Tingkat Caerah
Daerah Kabupaten  Kota Dagrah Kabupaten/ Kota
Fabupaten/Ko | serta Pemberdayaan Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
ta Masyarakal Hukum serta Masyarakat Huloam
seTie Adat Pemberdayaan Adat
Pemberdayaan | yvang Masyarakat Masyarakal yang Masyvarakat
Masvarakat Pelakunya Hukum Hulum Adat Pelakunya Huloam




RANCANGAN AWAL REKPD (SIPD 20235

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

dalamMeninghkatkan

— KETER
KO TARGET PAGU TARGET A
FROGRAM/KE | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | CAPAIAN | WNDIKATIF | ron /K | INDIKATOR KINERJA | LOKASI | caPaAN | o 8580 o | NGAN
KINERIA |Bp} KINERJIA

Hukeum Adat Adat yang Masyarakat | Adat

yang yang Sama dalam Pelabunya yang Sama dalam

Masyaralkal Daerah Hukum Adat Daerah

Pelalkunya Kabupatem /kota yang Sama dalam | Kabupatem/kota

Hukum Adat yvang terfasilitass Dagrah vang terfasilitas

VEng Sama —nm.._u..r._Hﬁ_..m__.__._.___.Fn_.nﬁ

dalam Daerah

Kabupatem ko

La

4.1.1 | Peningkatan Jumlah Lembaga Dinas PMD 50 105.000.000 | Peningkatan Jumiah Lembagas Dinas PMD | 3 58.178.000

Kapasiias Kemasyarahalan Kabupaten Lembaga Hapasitas Hemasyarakatan Kabupaten | Lembagn

Kelembagaan Deas/ Kelurahan [RT, | Kebumen Kelembagaan DesafKelurahan (BT, | Kebumen

Lembaga EW, PER, Posyandu, Lembaga RW, PEE, Pasyandu,

Bemasyarakat | LPM, danKarang Eemasyarakatan LPM, danKarang

an Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan | Tamnuna), Lembaga

._u.nun.___._ﬁ_ﬂ._r._qn..r_ Adat [ET, —n___-___— PKE, Aedat

an [RET, BW, Desaf Kelurahan dan Posyandu, LPM, Deza/Kelurahan dan

PEE, Masyarakal Hukum dan Karang Masyarakat Hulowm

Posyandua, Adat yang Taruna), Lembaga | Adat yvang

LEM, can Ditinglesthan Adal Ditinglatkan

Earang Kapazitasnya Desaf Kelurahan Kapasitasnya

Taruna), ._ dan Masyammlkal

Lembaga Adat Hubum Adat

Desaf Kelurah

an dan

Masyarakal

Hukum Adat

4.1.2 | Fasilitasi { Jumlah Dokumen Dinas FMD 20 20,000,000 | Fasilitasi Jumlah Dolumen Dinas PMD | 20 17.556.000

Pengembangan | Hasil Fasilitasi Kibupaten Drokurmen Penpembangan Hastl Fasilitasi Kabupaten | Dolamen

Lisaha | Pengembangan Kebumen Lisaha Ekonomi Pengembangan Eebumen 200 lokosa

Ekonomi Usaha Ekonomi Masyarakal dan Usaha Ekoromi

Masyarakal Masyarakatdan Pemerintah Desa | Masyarakatdan

dan Pemeriniah Desaa dalam Pemerintah Desa

Permérmah n_b.._h._...__.-___.mﬂ_m_._.h“_.nn_...nﬂ_..__ -.Aﬂu..m.:mmnu.wr.h._.._




RANCANGAN AWAL REPD [SIFD 2023) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN KRTER
TARGET PAGU TARGET
e amﬂm}mﬂﬂ KE | [NDIKATOR KINERJA |  LOKASI CAPAIAN | InDIKATIF | FROTEAMIKE | inpiaTOR KINERJA | LOKASI | CAPAIAN Eu_ﬁ.ﬂﬂ G :mw:
KIMNERTA iRpl KINERJA

Desa dalam Pendapatan Asli Pendapatan Asli Pendapatan Asli
Meninghkatkan | Desa Dipsa Desa
Pendapatan
Asli Deea

4.1.3 | Fasilitasi Jumilnh Laporan Danies PMD 2 Laporan 19,830,000 | Fasilitasi Jumlah Laporan Dinas PMD | 2 Laporan 14144000
Pemerintah Hasil Fasilitaal Kabupaten Pemerintah Desa | Hasil Fasilitas; Kabupaten
D= dalam Pemerintah Dess Kebumen dalam Pemerintah Desa Kebumen
Pemanfeatan dalam Pemanfastan Pemanfaatan dalam Pemanfatan
Teknolog Telknolog Tepal Teknolopgl Tepat Teknolog: Tepat
Tepat Guna Cluna Guna Guna

4.1.4 | Fasilitasi Jumlzh Laporan Dinas FMD J49 35.327.000 | Fastlivast Bulan Jumlah Laporan Drinas PMD | 26 41425000
Bulan Bhakti Hasil Fasilitasi Bulan | Kabupaten Laporan Bhakti Gotong Hpsil Fasilitasi Bulan | Kabupaten | Laporan
Gotong Royveng | Bhakt Gotong Heburmen Royong Bhaklt Gotong Keburmen
Masyarmkat Royong Masyarakai Masyarakal Royong Masyambkat

4.1.5 | Fasilitasi Tim Jumlah Dokumen Dinas PMD 487 215943000 | Fasilitasi Tim Jumlah Dalkumen Dinas PMT} (13
Penggerak PKK | Hasil Fasilitasl Tim Kabupaten Dokumen Penpperak PEK Haszll Fasilitzai Tim HKabupaten | Dolumen TE.915.0000
calam Penggerak PRE Kebumen dalam Penggerak PRE Kebumen
Penyelenggara | dalam Penyeienggaraan dalam
an Gerakan Penyelenggarasn Gerakan Penyelenggarasn
Pemberdayaan | Oerakan Pemberdayaan Cerakan
-___b_m..___.b.._.m.r_.m.. Pemberdayaan Masvarakat dan Pemberdayaan
dan Masyarakat dan HKeagjahteraan Masyarakat dan
Hesejahteraan | Kesgjahleraan Keluarga Eesepahieraan
Keluarga Keluargs Keluarga

V. | PROGRAM “Cakupan Pelayanan | Dinas PMD 1005 | 4.574.449.040 | Program Cakupan Pelayanan | Dinas PMD 1005 | 5.165.776.500

PENUNJANG Penunjangan Urusan | Kabupaien ._un._._._.__._._.._m_:m. m..n_._._.._._.._.._ﬂ._mm.._._ Urnisan __ﬂﬂ._.__-.._ﬂ.m_nn_.._.
LIRUSAN Pemerintahan Kebumen urusan Pemerintaban Hebumen
PEMERINTAH | Daerah Pemerintahan Cverah
AN DAERAH Daerah
KABLUPATEN Kubupaten
KOTA Kebumen




RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)

HASIL ANALISIS KEBUTLTHAN

KETER
NO | PROGRAM/KE JHCRUET AL PROGRAM [ KE EARCA PAGU A
[NDMEATOR KINERJA LOHASI CAPALAN [NDIEATIF INDIKATOR KINER.JA LOKAS] CAPAIAN
GIATAN BINBR IR Rpl GIATAN KINERJA | [WDIKATIF (Rpy | NGAN
51 | Kegiatan Jumlah dokumen Dinas PMD 9 dokumen 51.400.000 | Kegiatan Jumlah defumen Dinas PMD ) 44.343.000
Perencanaan, pereneanaan dan Habupaten Perencanaan, pere=ncanaan dan Krbupaten dolamen
Penganggaran, | evaluasi Kebumen Penganggaran, evaluasi Kebumen
dan Evahiasi kKinerja perangkat dan Ewaluasi kinerja peranglal
Kinera daerah Kinega Permngkat | daerah
Perangkat yAng tersusun Dinerah yang tersusun
Daerah
5.1.1 | Penyusunan Jumlah Dokumen Dinas PMD 3 Dokumen 41000000 | Penyusunan Jumish Dolumen Dinas PMD | 3 36,447 000
Dokumen Perencanaan Kabupaten Dokumen Perendcanaan Kabupaten | Doloumen
Perencanaan Peranglkat Daerah Kebumen Perencanaan PerangkatDaerah Kebuamen
Perangkat FPerangkat Daerah
Dacral
5.1.2 | BEvaluasi Jumlah Lapomn Dinas PMD & Laporan 10.400.000 | Evaluasi Kinegja Jumlab Laporan “Dinas PMD | 6 Laporan 7896000
Kinerja Evaluasi Hinerja Kabupater Ferangkat Decrah | Evaluasi Kineda Kabupaien
Perangkat Peranghat Dasmah Kebumen Perangkat Daerah Kebumen
Dasrah
5.2 Kegmtan Jumlah btulan Dinas PMD 12 bulan 3,799.754.040 | Kegiatan Jumlah tulen Dinas 12 bulan | 4.630.586.000
Adminiatrasi adminislras Kabupaten Administrasi adrminkstrass PMDKabup
keuangan keuangan perangkat | Kebumen Keuangan keuangan peranglat | aten
Peranghat daerah Perangkat Deerah | daerah Keburmen
Daerah
5:2.1 | Penyedlaan Jumlah Omng yang | Dinas PRED 30 37TLET5.040 | Penyedinan Gaji Jumlah Dmang yang Dinas PMD | 31 4 609,876,000
Gaji dan Mensrima Gaji dan Kihupaten Chrang bula dan Tunjangan Menerima Gaji dan Kabupaten COrangfbu
Tunjangan Tunjangan ASN Kebumen n ASHN Tunjangan ASN Kehumen lan
ASN
521 |Pelaksanaan | Jumlah Dokumen | Dinas PMD | & Dokumen 37.879.000 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dinas FMD | B 20.710.000
Penatausahaa | Penatausahean dan Kibupaten Penatausahaan Penatausahaan dan Kabupaten Dokumen
n dan Pengujian (Verifikasi | K chumen dan Penpujian/Verilikasi | gEehumen
Pengujin/Ven | Keuangan SKFPD Pengujinn/Verifik | Keuangan SKPD
fikasi asi Keuangan
Keuangan SKPD
SKFPD
.3 Administrasi Jumlah bulan Dimas PRD 12 bulan ITL.557.000 | Administrasi Jumlah bulan Dinas PMD | 12 bulan 100.015.500
Umam penyediaan Kabupaten Umum Perangkar | penyediaan Kabupaten
Peranghkat Administrasi Umum | Kebumen Daerah Administrasi Umum | Eebhumen




RANCANGAN AWAL REPD [SIPD 2025) HAEIL ANALISIS KEEUTUHAN KETER
NCO | PROGRAM/KE TARCER il PROGRAM /KE TARGET PAGU A
INDIEATOR KINERJA LOKAST CAPALAN INDIKATIF [MDIEATOR KINERJA LOKAS] CAPATAN AN
GIATAN TN IR (Rp) GIATAN KINERJa | INDIKATIF (Rp) | NG
Daerah Perangkat Dacrah Perangkat Daerah
5.3.1 | Penyediaan Jumlbab Paket Dinas PMD 7 Jenis 6,657,000 | Penyediaan Jumlah Paleet Dvinas PMD | 7 Jenis 5.201.004
Komponen Kompanan Kabupaten Komponen Komponen Kabupaten
Instalasl Instakasi Kebumen Instalasi Instalasi Kebumen
Listrile/ Penera Listril/ Penerangn _.._.mn.._..n_h.___ -umﬂ_m_.-ﬂ._".rmﬁ Fm.m.._.._.._._.n.__.ﬂ_nu.._.n-ﬂbmm
TgAT nBangunan n Bangunan nBanganan
Bangunan Kantor yang Kantor Kantor yang
Kantor Disediakan N Dinediakan
5.3.2 | Penyedisan Jumtah Paket Bahan | Dinas PMD 12 Paket 67,000,000 | Penyediaan Jumlah Paket Bahan | Dinas PMD | 2 Paket 30.880.000
Bahan Logistik | Logistik Kantor yang | Kabupaten Bahan Lagistik Logistik Kantor yang | Kabupaten
Kantor Dizediakan Kehumen Kantor Disedinkan Kebumen
5.2.3 | Penyediaan Jumlah Pakei Dinas PMD 2 Paket 13.000.000 | Penyediaan Jumlah Paket Dvimas PMD | 11 Paker 9.114.500
Barang Barang Cetakan dan | Kabupaten Berang Cetakan Barang Cetakan dan | Kabupaten
Cetakan dan Penggandaan yang K.ebumen dan Penggandaan | Penggandaanyang Kebumen
Pengeandaan Disediakan Disediakan
5.3.4 | Penyediaan Jumish Dakumen Danas PMD 12 Dokumen S.000.000 | Penyediaan Jumlah Dolozmen Dinas PRD 12 2,000,000
Bahan Bacaan | Bahan Bacaan dan Kabupaten Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Kabupaten Dokumen
dan Peraturan | Peraburan Kebumen darn Peratiran Peraturan Kebumen
Perundang- Perandang- Perundpmg- Perunsdang-
undangan Undangan yang undangan Undangan vang
hmedlkan Dhsediakan
2.3.9 Penyediaan Jumiah Paket Dinias PMD 12 Paket 27000000 | Penyedinan Jumilah Paket Dinas PMD i1 Paket 23.3TH.000
Bahan/ Materi Bahan /Material Kabupaten Bahan/Material Bahan/Material K abupaten
al yang Disedinkan Kebumen yang Disedinkan K ehumen
5.5.6 | Penyelenggars | Jumlah Laporan Drinas PMD 74 Laporan 50,000,000 | Penyelenggararn | Jumlah Laporan Dinas PMD | | Laporan 5907000
an Rapat Penyelenggaraan Kabupaten Rapat Koordinasi | Penyelenggaraan Kabupaten
Koordinasi dan | Rapat Keordinasi Kebumen dan Konsultas Rapat Koordinas Kehumen
Konsultasi dan KonsultasiSEPD KD dan Konsultasi SKPD
SKPD
5.2.7 | Ponatausahaa | Jumiah Dinas PMD | 12 Dokumen 3.000.000 | Penatausahasan Jumlah Dinaxs PMD | 4 1.350.000
n Arsip Daleumen Kabupaten Arsip Dokumen Ksbupaten | Dokumen
Dinamis pada Penatanzsaha Kehumen Dinamis pada Penatausaha Esbumen
SKFD an Arsaip SKFD an Arsip




RANCANGAN AWAL BREPD [SIFD 2025

HASIL AMALISIE KEBUTUHAN

KETER
] TARGET BAGU TARGET
_u.mn_w_um._um._...w_ﬂ..—__.__.ﬁm INDIRATOR KINER1A LOMEASL CAPAIAN INDIKATIF m.ﬂﬁm_u_n”.ﬂ_u._.ﬂ__ﬁ [MNDIEATOR KINERJA LOKASI CAPALAN _ZEMMW_HM. Rpl u____...w.__.w_pnm_-
KIMERJA [Fepd KINERJA
Dhinamis Dinamis
pada SKPD pada SKPD
R Kegintan Jumlak bulan [rinas PxD 13 bulan 141,906,000 | Keglatan Jumlah bulan [Hnas PMD 12 bulan 181.258.000
Penyediaan penyediaan Kabupaten Penyediaan Jasa | penyediaan Kabupaten
Jaga Jasa pelayanan Kebumen Penunjang jasa palayanan Kebumen
Penunjang UMmm Urazan UL
Urusan Kantor Pemerntahan Fantor
Pemerintahan Daerah
% | Daerah &
S.4.1 Penyediaan Jumlah Laporan [inas PaD 12 Laporan LT00.000 | Penyediaan Jasa Jumbal Laporan Crinos PMD 12 1.700.000
Jasx Sucal Penyedinan.Jabsa Kabupaten Surat Menyurmt Penyediaan.dasa Kabupaten Laporan
Menyurat Surat Menyurat Kebumen Surat Menyurat Kehumen
54,3 Fenyesdiaan Jumlah Laporan Dinas PMD 12 Laporan B.206.000 | Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Dinas PMD 12 100,206,000
Jasa Penjediaan.dasa Kabupaten Komumnikasi, Penyediaan.Jasa Eabupaten Laporan
Komunikasi, Komumnikasi, Kebumen Sumber Daya Alr Komuntkasi Kebumen
Sumber Daya Sumber Daya Alr drn Listrik Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik yeng dan Listrik vang
oo | Disediakan Disedialin
5.49.3 Penyediaan Jumlah Laporan [Dimas PRAD 12 Laparan BO.000.00 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Dnas PMD 12 T9.352.000
Jasa Penyechaan.lasa Kabupaten Pelayanan Umum Penyedinan.lass Kabupaten Laporan
Pelayanan | Pelayanan Lmum Kaburmen Eanuor Pelayanan Lmum Kehumen
Urnm Kantor Kantor yang Kentar yang
Disediakan R il Dizediakan
.5 Kegiatan Jumlah bulan Dispermades 12 bulan 2502930040 | Kegiatan Jumlah bulan Dizpermades | 12 bulan 173.224.000
Pemeliharaan | penyediasn K.abupaten Permeliharman penyediaan Kabupaten
Barang Milik pemelibaraan Kehamen Barang Milik pemeliharaan Kebumen
Daerah jaE penunjang Daerah Jasa penunjang
Penunjang T ]=":1 ] Penunjang urusan
Urusan pemenntahan dasrah Urasan pemerintahan daerah
Pemeriniahan Pemenntahan
Daerah Diaerak
a:5:1 Penyedinan Jumlah Diiras PMD |86 Unlt 117253000 | Penyediann Jasa Jumlah Dinas PMD | 26 Unit 102 204 000
Jaga Kendarann Dinas ¥abupaten | Pemalibaman, Kendaman Dhinas K.abupaten
Pemeliharaan, Operasional atau K ebumen | Biaya | DOperasional atau Kehamen




RANCANCGAN AWAL EIPD (SIPD 2025

HASIL ANALIZE]IE KEBUTUHAN

KETER
NO _ TARGET PAGL TARGET A
PROGRAM/KE | INDIKATOR KONERUA | LOKAST | caPAIAN | mvoiarre | PROUEMEE | inocaror wneraa | Lokast | capaian | o B0e o | NGaN
KINERIA |Bp) KINEE.JA
Biaya Lapanganyang | Pemeliharsan, Lapanganyang
Pemeliharaan, Dipelihara dan Pajal, dan Dipelihara dan
Pajak, dan dibayarkan Pajak _ Perizinan dibayarkan Pajak
Perizinan dan Perisinannya Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Kendarsan Operasional atau
THnas lLapangan
Crperasional 7
atay Lapangan :
552 | Pemelharsan | Jumlsh Mebel yang Dina PMD | 25 Unit 2000030 | Pemeliharasm Jumilah Mebel pang Dimas PMD | 25 Unit 6. 000000
Mebel Dipelihara Kabupaten Mebes] hpelihorm Kabupaten
Kebumen I Kebumen
5.5.3 | Pemeliharaan | Jumlah Peralatan Dinas PMD | 50 Unit 51,040,000 | Pemeltharzan Jumlah Peralatan Dinas PMD | 50 Unic R R
Peralatan dast | dan Mesin Lainsya Kabupaten Peralatan dan dan MesinLainnya Kabapaten
Mesin _.ﬂ.."..._...._".u_ vang Dipelibara Kebumen Mesin Lainnya VANE ”_u.mm_.n_.".._.._u.ﬂ. K ebumen
854 | Pemelharsan | dumbah Gedeng Dinas PR | 1 wmit T2.000.000 | PemelthacaanfRe | Jumlah Gedung Dinas PMID | 2 unit 5. (00, Q00
Rehahilitasi Kantor danBongunan | Kabugaten hahilitasi Gedung | Kantor dan Kobupaten
Gedung Lainnya yang Kebumen Kantor dan Bangunan Lainnys K ebumen
Kantor dan Dpefiharas Threhabili Bangunan yang
Banganan asi Lainnva Dipelihara Dirchabili
Labnmvi | sl
5.6 Adrniniatras Jumilsh bulan Dinas PMD 12 BO.000,000 | Administras Jumlah bulan Dinaas PMD | 3 bhuian 22 B35.000
Kepegawaian penyediaan Kabupaten Kepopawalan penyediaan Habupaten
_vnE.Fm“_.E__. Administris Kebumen Perangkat Dasmh Administras Kebumen
Daerah kepegawaian hkepegawaian
perangkat daerah perangkat daerah
561 Brmbingan Jumlah Orang yang Dhinas PMD 51 Orang B0, 000,000 Wm._._.__u.mﬂn_w_: Teknis | Jumlak _"u'......_..ﬂ pang Dinas PMD | 40 Orang 22 835,000
Teknis Mengikuti Bimbingan | Kabupaten Implentasi Mesnphuti Bimbdngan | Kabupaten
Implentasi Teknigimplemenmasi | Kebumen perateran Teknisimplementast | Kebumen
pEraturEn Peraturan perundang FPeraturan Parundang-
perundang Perindang- undangan Linclarupan
undangsn Undangan
5.7 Pengadaan Jumlah unit Dinas PMD % unit TE.539.000 | Pengadran umbah unit Dinas PMD | 7 unit 55.000.000
Barang Milik pengadaan barang Kabu paten Barang Milik pengadaan barang Eabtupaten
Daerah rrilik daerah Kebumen Daerah milik daerah Kebusmen
Penunjang penunjang whssan Penunjang pEnUnjang uhisan




HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

RAMCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025] - KETER
TARGET PAGL A
FEOGRAM/KE PROGRAM/KE ’ PAGU
n:__._."_.__.rz.__ INDIKATOR KINERIA CAPALAN [NIMKATIF GIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASL INDIKATIF (Rp) NGAN
KINERJA (Rp]

Lfrusan pemerintah dasrah Lirusan pemeriniah daemh
Pemerintah Pemerintah
Dimerah Daerah
Pengadaan Jumlah unit Dinas PMD 3 unit 45,000,000 | Pengadaan Jumlah unit Dinas PMD | & wnit 20,000,000
Peralatan dan ﬂn:nm.a_ﬂt.._._ ._..._.w-d_._._.ﬂ Peralatan dan -u.mummnmmh_..___u_m._.bh.m Eabupaten
Mesin Lainnya | milik daerah Mesin Lainnya milik daerah Kebumen

pEnUnjang utusan penunjang utusun

pemerintah pemenintah

daerah
Pengadaan Jumiah Unit SBarana | Dinas PMD B unit 33,539,000 | Pengadaan Jumlah Unit Sarana | Dinas PMD 25000000
Sarana dan dan Prasarana Sarana dan dan Prasarana Kabupaten
Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau | Kebumen
Gedung Bangunan Lainnya Oedung Kantor Bangunan Lainnya
Kanlorataw yvang Disediakan atau Bangunan yang Disedialoan
mu.u._ﬂn_ﬂiﬂ_ E_._.:u_-m.

Lainnya




Berdasarkan  tabel di atas disampaikan  indikator, target,
program, sub kegiatan, kegiatan, program serta pendanaan yang
direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen pada tahun 2025. Beberapa sub kegiatan vang baru
dilaksankan antara lain Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Sub kegiatan tersebut
baru dilaksanakan mulai tahun 2025 dengan target yaitu jumlah
Perda Penataan Desa yang tersusun dan jumlah perubahan Perda
Pilkades yang tersusun sebanyak 2 Dokumen. Pada Renja Tahun
2025 pelaksanaan kegiatan pelatihan atau Bimtek, selain dari unsur
desa juga akan melibatkan atau mengikutsertakan unsur kecamatan
yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai
pembina dan pengawas pemerintahan desa. Selain unsur kecamatan
juga akan melibatkan unsur Pendamping Desa (PD) yang mempunyai
misi untuk melaksanakan pendampingan dalam memberdayakan
desa menjadi desa yang kuat, mandiri dan demokratis. Beberapa
pelatihan yang akan dilaksanakan, antara lain Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa, BPD, pelatihan SID, Indeks Desa Membangun
{(IDM), Bimtek Siskeudes, Bimtek Pengelolaan Aset Desa. Selanjutnya
untuk meningkatkan lembaga ekonomi di desa pada tahun 2025
dilaksanakan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desza
dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan indikator jumlah
BUMDesa wang meningkat klasifikasinya dari tumbuh menjadi
berkembang dan berkembang menjadi maju, target sebanyak 78
BUMDesa,

Selain tersebut di atas pada Tabel Renja Dinas Pemberdayaan
Masyaraat dan Desa Tahun 2025 terdapat beberapa indikator
program yang direncanakan dan sub kegiatan serta pendanaan vang
direncanakan, antara lain sebagai berikut :

1) Indikator Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub
kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk
mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di
tahun 2025 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.

2) Prosentase Desa Tertata

sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di
wilayah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2025 ditargetkan untuk
menyusun Perda Penetapan Desa di Kabupaten Kebumen
sebanyak 6,90% atau jumlah perda dan perbub penataan desa
yang terbit / jumlah perda dan perbub penataan desa yang
dibutuhkan x 100% (1,449 desa x100%).

3) Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2025 ditargetkan

sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kewasan perdesaan yang

difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.




Target tersebut berkaitan dengan fasilitasi kawasan perdesaan
yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu sebanyak 5
kawasan, yaitu vaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula
semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan
peternalkan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten kebumen,
yaitu kawasan wisata pantai, kewasan pula semut, kawasan
batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi
terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2022 ditargetkan untuk
memfasilitasi sebanyvak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk
pengembangannya. Pada Tahun 2023 rintisan pembentukan
kawasan perdesaan baru yaitu Kawasan Pertanian yang berlokasi
di Kec. Mirit, dan pada Tahun 2024 Pembentukan Kawasan
Perdesaan Baru yaitu Kawasan Pertanian.
4} Program Administrasi Pemerintahan Desa

Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari
tahun 2020 sampai tahun n. Klasifikasi BUM Desa pada tahun
2020 yaitu sebanyak 186 BUM Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju,
17 BUM Desa Berkembang dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada
tahun 2021 ditargetkan sebanyak 40 BUMDesa vang meningkat
kKlasifikasinya atau bertambah sebanyak 30 dari tahun 2020.
Tahun 2022 bertambah 6 BUMDesa menjadi 46 BUMDesa yang
meningkan klasifikasinya. Pada Tahun 2025 ditagetkan
penambahan BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sejumlah

T8 lembaga.
5} Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib

administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 13,04 % atau sebanyak 60
desa/ kelurahan yang sudah tertib administrasinya
80/ 460x100%).

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 15,87% atau bertambah
sebanyak  2,83%  desa/kelurahan yang sudah  tertib
administrasinya (73/460x100 ).

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 18,70% atau bertambah
sebanyak 2,83% desa / kelurahan vang sudah tertib administrasi
| 86/460x100 )

Pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 21,52% atau bertambah

sebanyak 2,82% desa [/ kelurahan vang sudah tertib administrasi
[ 99/460x100 )

E. Penelaahan Usulan
Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah didiskusikan dalam Forum
OFD yang tujuannya adalah melakukan penyelarasan rumusan
rancangan Rencana Kerja Perubahan dengan kesepakatan hasil
Musrenbang RKPD di kecamatan. Kemudian dalam Forum OPD yang
dilaksanakan oleh Dinas PMD, terdapat beberapa usulan, oleh peserta




forum OPD baik dari masyarakat, L8SM, Perguruan dan OPD terkait,
antara lain ;
1. Universitas Putra Bangsa [ Akhmad Syarifudin ) :

Standar miskin yang dimaksud seperti apa ?

Apa terobosan dan aksi nya Dinas PMD untuk peningkatan
perekonomian ?

[novasi Desmeli perlu dicermati lagi karena data di BPS buta
huruf di Kebumen masih tinggi.

2. Paguyuban Rekso Projo ( Imdad Durohman, SE )

Anggakas untuk Dinas PMD masih kurang

Kebutuhan SDM Dinas PMD masih kurang

Untuk penyusunan daraf Perbup/ Perda agar melibatkan Desa,
Program di Dinas PMD kurang "Berasa" karena Lkurang
melibatkan desa.

Peningkatan Kapasitas/Bimtek ager diubah supaya lebih berasa
dab tepat sasaran,

Apakah Dinas PMD mempunya Peta masalah/ Risiko di Desa,
Komitmen Kepala Desa agar Kepala Dinas lebih menggandeng
Desa untuk memajukan dan lebih peduli kepada Desa.

Kegaitan TTG dan BBGRM jangan hanya seremonial saja. Karena
dampaknya untuk Desa besar terutama untuk Kerjasama di
Desa.

3. Forkom BPD { Zen Kholik )

BPD dan Kades seharusnya dilibatkan dalam penyvusunan
Perbup/Perda

4. Forum BUMDESMA ( Nurfuadi Salim |

-

Apar difisalitasi permodalan dan pelatthan/ peningkatan
kapasitas bagi perangkat desa.

Tabel 2.7.
Daftar Pengusul dan Usulan Pada Acara Forum Opd Dinas PMD
Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025)

No. Pengusul Usulan Tanggapan Keterangan
1. | Akhmad - Standar Miskin| - Tagline Tanggapan

Syarifudin vang dimaksud Bangga oleh : Kepala

{ Universitas seperti apa. Melayani Dinas PMD

Putra - Apa terobosan Desa senng | Kab.

Bangsa ) dan aksi nyata didengungka | Kebumen
Dinas PMD n di Dinas | (Cokro
untuk PMD, Aminoto, S.IP,
peningkatan silaturhami | M.Kes |
perekonomian. dan

- Inovasi Desmeli komunikasi
perlu  dicermatd Jjuga
lagi karena data dilakukan
di BPS buta schingga
huruf di melampuai
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BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dan berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai tahun 2016.
Dalam undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah
terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semula
adalah urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh
terhadap nomenklatur program dan kegatan dalam urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa,

Perubahan vang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan
dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta
bentuk kelembagaan Dinas PMD. Terkait hal tersebut, maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengikuti peraturan
turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan
urusan, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, serta
pengelolaan keuangan daerah terkait kode rekening belanja program
dan kegiatan urusan pembedayvaan masyarakat dan desa. Demikian
juga dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, sangat berpengaruh terhadap
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokok dan [fungsinya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah tiga {2)
kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi pada Rancangan Renstranya tahun

2020-2024 sesuai dengan Visi Misi dan Tupecksi Dispermades adalah:

a. Berkembangnya status pembangunan desa, dengan indikator yaitu
jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang dan jumlah desa
tertinggal.

b. Jumlah Bumdes berkembang dan jumlah Bumdes maju

Pada tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Salah Satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI
Ketentuan lain-lain, Pasal 73 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa pengelola
kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi
BUMDesa bersama (BUMDesma).

Selain hal tersebut pada tahun 2020 telah dicanangkan program
SDGs Desa oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal.
(Sustainable Development Goals disingkat SDGs} Desa adalah upaya
terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa
ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs
desa yaitu | 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3.
Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa
berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa
yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan
ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa
kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa betrkelanjutan, 12,
Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13.
Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut
desa, 15. Ekosistern daratan desa, 16.Desa damail dan berkeadilan,
17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18, Kelembagaan desa
dinamis dan budava desa adaptlf.

Oleh karena itu, mulai tahun 2021 penggunaan dana desa
diprioritaskan wuntuk membiayai kegiatan yang mendukung
pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan
pemulihan ekonomi nasional, program pricritas nasional, dan
adaptasi kebiasaan baru desa dalam menghadapi pandemi Covid 19,
Adapun SDGs Desa scsual Tupoksi Dispermades, antara lain :

. Desa tanpa kemiskinan

. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa

. Inovasi dan infrastruktur desa

. Desa tanpa kesenjangan

. Desa damai dan berkeadilan

. Kemitraan untuk pembangunan desa

. Kelembagaan desa dinamis dan budaya dan adaptif

=1 On LN & L k) o

. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka
mencapai visi dan misi Daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupat
Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah *Mewujudkan
Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama
Rakyat”. Untuk mewujudkan wisi tersebut Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-3,
yvaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan
potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang
berbasiskan agrobisnis dan ekonomi keraloratan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Hebumen sesuai Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen,
memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa,

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, tema
pembangunan tahun 2025 adalah "Peningkatan sektor pertanian,
industri dan jasa melalul pemantapan kualitas pelayvanan publik dan
kualitas sumber daya manusia®.

Isu strategis pemnbangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai

beritkut:

8. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta
memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

9, Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;

10. Kesejahteraan ekonomi masyarakat;

11. Peningkatan  kualitas  infrastruktur  berkelanjutan  yang
mendukung pertumbuhan ekonomi;

12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

13. kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi
bencana; dan

14, Peningkatan nilai budaya masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Daerah dan Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
selanjutnya dirinei ke dalam 5 (lima) prioritas Daerah sebagai berikut:
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan vang efektif, efisien, bersih

dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang

berkualitas, dilakukan melalui upaya:

a)] Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai
target kinerja pembangunan;

b} Penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen
sumber daya aparatur pemerintah;

¢) Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan
analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam
rangka peningkatan kualitas kebijakan;

d] Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka
peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

e] Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik wyang andal dan terintegrasi dalam rangka
peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saingdan
produktif, dilakukan melalui upaya:

e] Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi
perilabu hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;

f) Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalamn
rangka perbaikan gizi masyarakat;



hj

Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan
perjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi
penyelenggaraan pendidikan,; serta

Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindu dungan
perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan
gender dan Kebumen layak analk.

Peningkatan kescjahteraan ckonomi masyarakat, dilakukan melalui
upaya:

i)
il
k]
Il

Fl

Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatan
produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;

Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor industri;

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi
dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian
harga;

Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta
optimalisas) pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka
penguatan ketahanan pangan; dan

Peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka
penanggulangan kemiskinan,

Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan
hidup, dilakukan melalui upaya:

f)
&)

h]
1)

il

10.

Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka
meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
Optimalisasi sistern jaringan air bersih perpipaan dalam rangka
peningkatan layanan air bersih;
Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan
kumuh perkotaan dalam rangk ka peningkatan kualitas hunian
masyarakat;
Peningkatan wupaya konservasi dalam rangka pelestarian
lingkungan; dan
Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan
serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.

Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan

adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat,
dilakukan melalui upaya:

c)
d)

e

penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan
kewaspadaan dini;

peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak
tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;

penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka
peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan d) pengembangan dan
pelestarian budava dalam rangka peningkatan optimalisasi
nilai-nilai budaya masyarakat.

Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka

diperlukan koordinasi yang lebih baik, dan lebih berkualitas dengan
para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan (pusat,
provingi dan kabupaten|, swasta, dan masvarakat luas (termasuk
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu



dilakukan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, keoordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian sumber-
sumber pendanaan serta koordinasi dalam hal evaluasi, pengendalian
pelaksanaan dan pengembangan maupun pelestarian hasil-hasil
pembangunan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masvarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, tujuan
dan sasaran rencana kerja Perubahan tahun 2025 dapat dilihat
dalam tabel sebapgai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

TARGET
TUJUAN SASARAN TUJUAN/aASARAN | 2025
Mewujudkan PDRE ADHK 7.101,00
peningkatan Sektor Sekunder milyar
ekonomi di sektor rupiah
sekounder
Meningkatnya Prosentase desa 38,08
kemandirian Desa | dengan Indeks
Desa
Mambangun
katagor! maju
| dan mandiri

C. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat puna mencapal sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
melaksanakan tugas terkait pemberdayaan masyvarakat dan desa
dituntut untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan
kapasitas aparatur pemerintah desa guna memberikan pelayanan
yang berkualitas terutama kepada masyarakat desa. Pada dasarmya
kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah scbagai “pengarah® setiap
program pembangunan dan sistern yang akan memberikan



kermudahan bagi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan,
lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai program dan kegiatan dalam
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mempunyai S5 program, 11

kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagai berikut

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.2

Na

Program

Mo

o m——

Kegiatan

Mo

Sub Kegiatan

Program Penataan
Desa

1

Penvelenggaraan
Penataan Desa

1

Pembentukan,
Penghapusan,
Penggabungan, dan
Perubahan Status Desa

Program Peningkatan
Kerjasama Desa

Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa

Fasilitasi Kerjasama Antar
Desa

Fasilitasi Kerja sama Desa
dengan Fihak Ketiga

Fasilitasi Pembangunan
Kowasan Perdesaan

Program
Administrasi
Pemerintahan Desa

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaran
Administrasi
Pemenntahan Desa

Fasilitasi Penyvelenggaraan
Administrasi
Pemenntahan Desa

Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Desa

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan
Musyawarah Desa

Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerja sama
antar Desa




No Program No Kegiatan No Sub Kegiatan
9 Fasilitasi Pengangkatan
dan Pemberhentian
Perangkat Desa
10 | Fasilitasi Penyusunan
Profil Desa
11 | Fasilitasi Pengelolaan Aset
Desa
12 | Pembimaan Peningkatan
Kapasitas BPFD
13 | Pelaksanaan Penugasan
Urusan/Kewenangan
Kabupaten/Kota vang
Dilaksanakan oleh Desa
4 | Program 1 Pemberdayaan 1 Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan Lembaga Eelembagaan Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Desa /
kemasyarakatan, yang Bergeral di Eelurahan [ BT, EW, PKK,
Lembaga Adat, dan Bidang Posyvandu dan Karang
masyarakat Hukum Pemberdayaan Desa Taruna }, Lembaga Adat
Adat dan Lembaga Adat DesafKelurahan dan
Tingkat Daerah Masyarakat Hulum Adat
Provinsi seria
Pemberdayaan
Masyarakat Huloum
Adat vang
Masyarakat
Pelalunya Huloum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 Fasilitasi Pengembangan
LUzaha Ekotiomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa
3 Fasilitasi Pemerintah
Dresa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
4 Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyvaralkat
5 Fasilitasi Tim Penggerak
PEK dalam
Penyvelengparaan Geralkan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
5. | Program Penunjang | 1 Perencanaan, | Penyusunan Dokumen
Urusan Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat
Pemerintahan Evaluasi Kinerja Daerah

Daerah Kabupaten/

Perangkat Daerah




Mo

Program

Mo

Kegiatan

No

Sub Kegiatan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daesrah

Administras:
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Pelaksanaan
Penatausahasn dan
Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKFPD

Administrasi Umum
Peranglkat Daerah

Penvediaan Komponen
Instalasi

Listrik/ Penerangan
Banpunan Kantor

Penvediaan Bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Penvediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Penyediaan
Bahan, Material

Penyvelenggaraan Rapart
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKFD

Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1aan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penvediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemehharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya




No Program No Kegiatan No Sub Kegiatan
4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
6 | Administrasi 1 | Bimbingan Teknis
Kepegawaian Implentasi peraturan
Perangkat Daerah perundang undangan
7. | Pengadaan Barang 1 Pengadaan Peralatan dan
Milik Daerah Mesin Lainnya
Penunjang Urusan 2 | Pengadaan Sarana dan
Pemerintah Dasrah Prasarana Gedung Kantor

atau Banpgunan Lainnya




BAB IV
RENCANA KER.JA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
dan prakiraan maju tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja
Perubahan ini,

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-
permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka program dan kegiatan
serta sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1], Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
bj. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1}. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2}, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD
c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
d]. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
2). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4]. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan
5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
6). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
€}. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1}. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah



1).

2]
)
4)

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

. Bub Kegiatan Pemeliharaan Mehel

. Bub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Bl. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.

1),
2),

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penigadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.

II. Program Penataan Desa
a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

1]

Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan,
dan Perubahan Status Desa

I1l. Program Peningkatan Kerjasama Desa
a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

1)
2)

4]

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak
Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa
a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

1)

2)
3

4)
3)

6)
7)

8)
9)
10]

11)
12)

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemenntah Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
Lembaga Kerja sama antar Desa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD



13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan

Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan Pemberdaysen Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelabunya Hukum Adat wvang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
a) Kegiatan

1]

2)

3]
4]

&)

Sub Hegiatan Peningkatan Kapasitas HKelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga



Rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2025

D,

S B e el e AT i _E .

—— =i

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 14.550.832.000 14.355.988.500
02:43.01 DAERAH KAEUPATENRCGRA . 5.417.897.000 5.185.776.500 5.6

235012010

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

38.406.000

36.447.000

21.000.000

243.01.2.1.07

2.13.01.2.02.01

Ewvaluasi Kinerja Perangkat Dacrah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASKN

7.988.000

4 THE.TET.000

7.856.000

4.609.876.000

15.000.000

5.107.336.666

2.13.01.2.02.03

Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianiVerifikasi

Administrasi Umum Pe

20.883.000

20,710,000




Pangadaan mr_.E..w Milik Daerah E::E!.E _._nﬂm.,m :

2.13.01.2,06.11 Binshiagan Taknis: Mplomantant Peralivi Funmbing: 25.000.000 22 235,000 20.000.000
Undangan
Panyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan
2.13.01.2.06.01 Bt Kanbor 6.557.000 5.901.000 10.000.000
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.070.000 30.880.000 51.750.000
2.13.01,2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.750.000 9,114.500 7.501.218
2 43.01.2.06.08 H..nﬂquﬁu: Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2 000.000 2.000.000 1.000.000
2angan
2.13.01.2.06.07 Panyediaan Bahan/Material 25.998.000 23.378.000 12.400.000
2.13.01.2.06.09 £ A engRcRat Rt fnavdlsndan- Kensufta 18.598.000 5.907.000 20.750.000

- ....|.-|. BT .n.
LN { D ._qm_

2.13.01.2.08.01

nyedl !ﬁnﬁ__f__ﬁ___

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.700.000

Pemerintah
fRierah, ;
2.13.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.350.000 3.570.000
213.01.2.07.08 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
2.13.01.2.07.10 Bangunan Laininya 25.000.000 25.000.000 17.350.000




2.13.01.2.08.02 Hﬂﬂnﬁg Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 100.206.000 100.206.000 100.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.025.000 79.352.000 70.650.000

2.13.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
2.13.01.2.08.01 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 107.419.000 102,224,000 65.300.000
Kendaraan Dinas Jabatan

2.13.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 7.300.000
1
2.13.01.2.09.08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30,000, DO 14.550.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2.13.01.2.05.09 Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 23.475.000
02.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 35.000.000 24.310.000 22.750.000

elenggaraan Penatean Desa

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan
. Perubahan Status Desa

35.000.000 24,310,000

PROGRAM PENINGHATAN KERJA SAMA DESA 1.174.981.000 1.756.098.000




™ ___ T
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERNTAHAN DESA

2.13.04.2.01.01

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Fasilitasi Berja Sama Antar Desa dalam
2.13.03.2.01.01 Kabupaten/Kota Z22.512.000 16.578.000 25.200.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga
2.13.03.2.01_02 dalam Kabupaten/Kota .__.._Eq...ﬂd.nﬂ- 1.708.324.000 1.000.000.000
$2.13.03.2.01.02 Fasllitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 45,000.000 30.196.000 47.000,000
02.135.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.753.954.000 6.470.351.000 5.897.853.000

Desa T0.000.000 56,884,000 20.000.000
2.13.04.2.01.02 Fasilitasl Penyusunan Produk Hukum Desa e o 12.000.000 9.175.000 17.000.000
2.13.04.2.01.03 B Trampaiy Petemeuiamm Fambanguem 36.045.000 27.959.000 75.000.000
2.13.04,2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 95.080.000 67.612.000 25.000.000
Fembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.13.04.2.01.05 Basmadiiah Desa q___m,._w_mmnn. 62.598.000 15.500.000
2,13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 9.875.000 8.887.000 10.7659.000
g Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
2.13.04.2.01.08 _.E.n_uﬂﬂ.mm..._.m mh:._u. Sl Tikaa 35.000.000 26.469.000 19.475.000
Fenyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
2.13.04.2.01.09 Pemberhantian Kepala Desa 492 210.000 385.253.000 108.427.000
2.13.04.2.01.10 b ergmngietan dan: Eembarhention Eerangia 17.010.000 12,200.000 16,500,000
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 84.710.000 64.211.000 15.000.000
| 2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.813.000 38.370.000 20.000.000




MASYARAKAT HUKUM ADAT

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

213.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 222.612.000 167.603.000 15.852.000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan

2130420497 KabupatenfKota yang Dilaksangkan oleh Desa 5.651.730.000 5.539.130.000 5.539.130.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA . - -

02.13.05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 1.168.990.000 920.453.000 ._.._nm._..l!_.ﬂn

2.13.05.2.01.03 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 73.534.000 58.178.000 17.000.000
DesalKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2.43.05,.2.01.05 dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan 23,000,000 17.556.000 14.000.000
Asli Desa o
Faszilitazi Pemerintah _“_.mr.u dalam Pemanfaatan
2.13.05,.2.01.06 .F'x:n._n.m_ Tepat Guna 21 830,000 14.144.000 15,000, Qo
2.13.05.2,01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50,626,000 41.425.000 15.000.0:00
.. Fasilitazsi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
2.13.05.2.01.09 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 1.000.000.000 789,150,000 1000, 000, 00
Keluarga
JUNMLAH TOTAL 14.550.832.000 14.355.988.500 13.663.185.884




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dalam upaya
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta tetap
memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan
yvang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD
Provinsi, RPJP Kabupaten, RPFJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten
Kebumen dan Rencana Strategis)

Dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa HKabupaten Kebumen Tahun
2025 perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan,
akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.
Pelaksanaan semua program, baik dalam kerangka “regulasi™ maupun
dalam  kerangka  anggaran" (budget intervention), harus
memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan,
antar kegiatan maupun antar program, serta antar satu instansi
maupun  antar  instansi, dengan tetap memperhatikan
peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terlihat dari berapa
besar pengembangan potensi sumber daya manusia vang ada di desa.
Selain itu, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan
dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di
desa, Hal ini diwujudkan melalui pembangunan pedesaan wvang
berkelanjutan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan di
bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan
Masyarakat juga diwuwjudkan dengan memperkuat peran dan
partisipasi para stakeholder di desa melalu kelembagaan-
kelembagaan yang ada. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta Kemasyarakatan Desa
menjadi penting dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dan desa. Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk
membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah
dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga
pemanfaatan hasil- hasil pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri
adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yvang memadai,
aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang




bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan vang sudah sangat bailk.
Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat
pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan
komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi
pengukurannya yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan,
aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024
telah mencapai 152 desa yang masuk kategori desa mandiri.
Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak
tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam
pengisian indicator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga
dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya
pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi
indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi
desa juga semakin meningkat karena bagl desa yang dapat mencapai
kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja.
Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen
terus meningkat dari 0,22% pada Tahun 2020 menjadi 33,85% pada
Tahun 2024,

Sementara itu, jumlah desa maju juga terus meningkat dari 90
desa pada Tahun 2020 menjadi 246 desa pada Tahun 2024, Hal ini
menyebabkan Indeks Desa Membangun ([DM) Kabupaten Kebumen
terus meningkat dari 0,6709 pada Tahun 2020 menjadi 0,8864 pada
Tahun 2024, Selain itu sejak Tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa di
Kabupaten Kebumen vang masuk kategori desa tertinggal maupun
sangat tertinggal.

Untuk menunjang kemandirian desa, maka kondusifitas desa
harus terjaga dan pelayanan publik di desa perlu terus ditingkathkan.
Dleh karena itu masih rendahnya kwalitas penyelenggaraan desa dan
pelayanan publik di desa merupakan tantangan untuk terus
diupayakan langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan
pelatihan aparatur pemerintahan desa yang berkulitas pula dan
output yang sesuai harapan. Partisipasi dari masyarakat desa sendiri
dan motivasi serta semangat untuk memandirikan desa juga menjadi
hal penting dalam proses kemandirian desa. Oleh karena itu dalam
setlap penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat Kabupaten
maupun desa agar bisa memprioritaskan program dan kegiatan
untuk memandirikan desa dengan mencermati indeks komposit yang
perlu diintervensi.



Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan
disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap
pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan
dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sehingga
masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap
proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung
Jjawabnya masing-masing.




